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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpilan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya dapat disimpulkan sebagi berikut: 
1. Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai 
Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah 
pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, 
pendataan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah 
dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak 
dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali 
dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah 
dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan 
dengan reboisasi terhadap lahan bekas PETI, hanya saja bantuan bibit 
pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi 
tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan 
dengan hasil peti. 
2. Belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat 
PETI disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut: 
a. Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, 
sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI 
dilapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya, kerusakan akibat 
PETI semakin tidak terkendali.  
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b. Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan 
Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan 
sebagian besar pelaku PETI adalah warga masyarakat yang 
menggantungkan hidup dari kegiatan PETI. Hal tersebut menjadi 
dilemma bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan 
penertiban kepada pelaku PETI karena takut akan terjadi gejolak sosial 
dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban.  
B. Saran  
1. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak perlu lebih efektif 
melakukan pendataan dan pembinaan pelaku PETI dalam rangka 
mendorong pelaku PETI untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR agar dampak 
kerusakan lingkungan lebih dapat dikontrol.  
2. BLH Kabupaten Landak perlu lebih intensif berkoordinasi dengan Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dalam mendampingi alih 
profesi dari sektor pertambangan sebagai pelaku PETI ke sektor pertanian 
dan perkebunan.  
3. BLH perlu menambah jumlah SDM untuk melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan PETI di lapangan 
4. Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak perlu melakukan penertiban 
pelaku PETI secara lebih konsisten. 
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